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BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUTATI SUTI0RI
NOMOR 12 TAMUN 2022
TENTANG

PFEMBUKAAN REKENING KAS

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DALAM RANGKA
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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. bahwa untuk maksud seba

- Undang-Undang  Nomor 12

BUPATI SUPIORI,

bahwa dalam rangka tertiby pengelolaan keunngan daerah
untuk mendukung kelancaran penerimann  daerah dan
membiayai kegiatan  pemenntah dacrah/pengeluaran
dacrah sesuni rencana pengeluaran, perlu adanya kebijakan
keuangan daernh yang sesuai dengan Kaidah pengelolann

kenangan  yang efektil,  efisien, transparan

dan
bertangrungawab:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat 7 Peraturan
Menten Keuangnn Republik Indonenin Nomor
76/PMK.07 /2022 tentang Pengelolnan Penernimaan Dalam
Rangka Otonomi Khusus, perlu diatur lebih lanjuy dengan
Peraturan  Bupati tentang  Pembukaan Rekening  Kas

Penenmaan dan  Pengeluaran Dalam Rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua;

gauimana tersebut huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Pembukoan
Rekening Kas Penerimaan dan Pengeluaran Dalam Rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papun;

_ Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Inan Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom dj Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negera  Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 1960,
Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesin Nomar
2907,

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 19499 tentong
Penyelenggarnan Negara Yang Bersih Dan Bebas I}:\rf
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesta Tahun 1999 Nemor 75, Tn.mbnhr;n

Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 3; o

Nevara Repubhi Indonesiq
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Nepara Republik Indoncsia Nomar 4 151); :.cbngnuf:;mn;;‘fat:
diubah dengan Undang-Undang Nomor < o ut
2021 tentang Perubahan Kedua atas L‘Tnd:mg» ndang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom! l_ihusus bn?a
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomaor 6697),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1ml:ﬂn1:: Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu QDQB
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitns Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesio Nomor 6485,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Supiori i Provinsi Papua
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Nepara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomot 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemenntahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dﬁngnn Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kenja [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indanesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Ncgar:i
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576); scbhagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahy
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Mo e
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daﬂn;].:

10 Peraturan Pemenntah
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Menetapkan

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
temtanpg Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Neperi Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menten Dalam Negernn Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
76 /PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam

Rangka Otonomi khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 411);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 2 Tahun 2022
lentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022; (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 02)

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPAT! SUPIORI TENTANG PEMBUKAAN

REKENING KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINS] PAPUA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan i dimaksud dengan :
1. Daecrah adalah Kabupaten Supiori.

2. Pemenintah Daerah adalah Bupau sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang
kewenangan Daerah otonom.

. Bupat adalah Bupati Supiori,

menjadi

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uvang termaksud didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah terscbut.

Uang Dacrah adalah uang yang dikuasai oleh Bandahara
Umum Daerah,

. Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah keseluruhan kegatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

7 Organisasi Perungkat Daerah. ... /4.
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8. Pengrunn Anggaran adalah pejabat pemegany

yang pelanjutnya diminghat

Jaerah
Organisasi Perangkat | pemenintah dacrah

OFD adalah perangkat dacrah pada
sclalku pengguna an gearan [barang
kewenangan
pengrunann anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipmmpinnya

0, Kuasa Pengguna Angearan adalah pejabat yang diberi kunsa

untuk melaksanakan schagisn kewenangan pengiuna
anggaran dalam melaksanakan schagian tugas dan fungs
SKPD

10 Kas Darrah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang
ditentukan  oleh gubnnurjhupnh[m:hkum untuk
menampung scluruh pencnmaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

11.Kas Umum Daecrah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yvang ditentukan oleh Hupau untuk menampung
seluruh  penerimaan  daerah  dan  membayar scluruh
pengeluaruan daerah.

12 Bank Umum adalah bank yang melaksanokan kegiatan
usaha secarn konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip
svariah yang dalam kepiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.

13.Pengelolaan Uang adalah  kegatan pengelolaan  yang
mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termaksud
kegiatan untuk menanggulangt kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara opumal.

14 Rekening Kns Umum Daerah adalah rekening tempat
penyvimpanan uang daerah dan ditentukan oleh Bupati
untuk menampung  scluruh  penerimaan  dacrah  dan

membayar seluruh pengeluraan daerah pada bank yang di
tetapkan,

15 Penerimann Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

16 Pengeluaran Dacrah adalah uvang yang keluar dari kas
darrah.

17. Pendapaton Dartah adalah semmua penerimaan Rekening
kKns Umum Daerah yvang menambah ekuitas dana lancar
dalam penode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembah
oleh pemernintah.

18 Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah yang mengurang ekuitas dana lancar
dalam peniode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperolch pembayarannya kembali oleh pemerintah

Pasal 2

(1) Uang Darrah mebputi rupiah dan veluta asing

2 Vang Daerah sebapaumana dimaksud pada wyat (1) terdirg
darn uang dalam Kas Dacrah dan uang pada Bendahara
Penerimaan daersh dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 3., /_s.
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Pasal 3

(1) Penainbahan Uang Daerah bersumber dan :

a. Penerimaan Dacrah, antara lain Pendapatan Asli
Daerah, Dana Pennmbangan, dan lain-lain pendapatan
Daerah yvang sah,

b Penenmaan pembiayasn, antara lan  penenimaan
pimjaman Daecrah, hasil penjualan kekayaan Daerah
vang cipisahkan dan penenmaan pelunasan piutang,
dan

Penenmaan Daerah lainnya, antara lain pencrimaan
perhitungan pihak kenga.

12) Pengurangan Uang Dacrah diakibatkan oleh :
a. Belanja Daerah;
b. Pengeluaran pembiayaan, antara lmn pembayaran pokok
utang, penyeriaan modal pemerintah Daerah, dan
pembenan pinjaman; dan
Pengeluaran Daerah lainnyva, antara lain pengeluaran

perhitungan pihak ketiga, dan pengeluaran Daerah
lainnyn

BAB I
REKENING EAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DALAM RANGEA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

Pasal 4

(1) Bupati menunjuk Bank Umum yang schat sebagai
pemegang Rekening Kas Penenmaan dan Pengeluaran
dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk
menyimpan Uang Daerah yang berasal dan penenmaan
Daerah yang bersumber dan Dana Otsus dan DT .

(2) Penunjukan bank yang schat sebapai pemegang Rekening
Kas Penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka Otonomi
Khiusus Provins: Papua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat dan dibentahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pembukaan Rekening Kas Penerimaan dan Pengeluaran
dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dimuat dalam perjanjian antara
Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang
citunjuk.

(4) Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
kurang mencakup:

a. Jenis pelayanan yang diberikan, _
b Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
¢. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran
ke rekening Kas Penerimaan dan Pengeluaran dalam
rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo
rekening,

Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

Sanksi berupa denda dan/ atau pengenaan .hunga yang

harus di bavar karena pelayanan yang tdak sesum

dengan perjanjan;

Tata cara penyelesaian persclisthan; dan

. Rﬂ'njibnnpt:umyampaiknn laporan periodik kepada BUD.

=N
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(5) Pexjanpan sebaganmana ditmaksud pada avat (1) dise satkan
dengan ketentuan pada Bank Pemegang Rekening Kas
Penenmmaan  dan Pengeluaran  dalam tangka Monomi

Khusus Provinst Papua,

Pasal 5

(1) Bendahara Umum Daeralr dapat membukan Rekening Kaos
Penerimaan  dan Pengeluaran  dalam  rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua pada Bank Umum vang ditunjuk
olech Bupati untuk mendukung Kelancaran pelaksanaan
operasional penenimann Daerah.

(2) Rekening sebagnimana dimaksud pada ayat (1) diopernsikan
scbagai rekening @

n. Rekening Kas penenimaan dan pengeluaran  dalam
rangka Otonomi  Khusus Provinsi  Papuan  untuk
menanmpung penenmanan vang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama
rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1 % (satu
persen) yang ditkuti dengan nama Kabupaten Supion,

b. Rekening Kas penenmaan dan pengeluaran  dalam
rangkan  Otonomi Khusus Provinsi  Papun untuk
menampung pencrimaan yang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya
dengan berbasis kinerja pelaksananan dengan nama
rekening kas Dacrah Dana Otonomi Khusus 1,25 % (satu
koma dua lima persen) yang dikuti dengan nama
Kabupaten Supion; dan

¢. Rekening Kas penernimaan dan  pengeluaran  dalam
rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk
menampung penerimaan  yang bersumber dan DTI
dengan nama rekening Kas Daerah DTl yang ditkun
dengan nama Kabupaten Supioni;

(3) Rekening  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikhususkan untuk menampung dana Otsus dan DT] yang
dipindah bukukan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten
Supion;

(4) Pemindahbukuan dana scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setelah Kns Daerah menerima penvaluran
Dana yang bersumber dari Penerimaan dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua.

BAB IV
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan / atau jasa giro
atas dana yang disimpan pada Bank Umum yang ditunjuk.

(2) Jenis dana, tingkat bunga dan / atau jasa giro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) serta biaya schubungan dengan
pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditctapkan
berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Bank yang
ditunjuk.

(3) Bunga atau jasa giro yang diterima pemerintah disctor ke
rekening kas penerimaan / Rekening Kas Umum Dacrah.

BABV.../-7-
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BAD YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

sada saat Pernturan Bupati  ind mulag berlaku, By
berkoordinasi dengan Bank Pengelola Kas Daciah unluk: s 'I..|:.
melakukan  pemindahbukuan . Dana Penerimaan 1‘p.rm
persumber dan Dana Otonomi Khusus dan DT] ke Rvar::R
ks Penenmaan dan Pengeluaran Dalam Rangka (llnnnmR
Khusns Provinsi Papua pada Bank Umnm yang wlah dilunim:
oleh Bupati Supion selaku Kepala Daembh,

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pernturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setinp  omng mengeinhuinya, memenntnhkan
pengundangan Pemturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Benta Dacrah Kabupaten Supiorn.

Dutetapkan v Sarendiwerd
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